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BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kuliah Kerja Magang yang merupakan salah satu program yang ada di STIE 

PGRI Dewantara Jombang. Magang merupakan program yang wajib diikuti 

oleh mahasiswa semester 7 (tujuh) jurusan akuntansi sebagai persyaratan 

kelulusan, dan diadakan pada saat libur smester. Adapun waktu yang 

digunakan mahasiswa di tempat magang adalah kurang lebih 30 hari kerja. 

Mahasiswa/i yang melakukan magang harus di instansi yang sesuai dengan 

jurusan yang di ambilnya supaya apa yang dipelajari bisa diterapkan 

dilingkungan kantor di tempat melakukan kegiatan magang. Dan ini 

merupakan sarana untuk mengenalkan mahasiswa pada lingkungan kerja, 

biasanya mahasiswa di tuntut untuk membuat laporan tentang apa dan 

bagaimana kegiatanya selama di tempat magang. Kuliah magang merupakan 

kegiatan akademik yang dilakukan oleh mahasiswa dengan melakukan praktik 

kerja lapangan secara langsung pada lembaga atau instansi. 

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah 

untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan 

untuk menunjukkan akuntabilitas (pertanggungjawaban) pemerintah daerah 

atas sumber yang dipercayakan. Pemerintah daerah sebagai pihak yang 

diserahi tugas untuk menjalankan roda pemerintahan wajib menyampaikan 

laporan pertanggungjawaban  keuangan daerahnya untuk dinilai apakah 

pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. 

Salah satu alat untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah dalam 

mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan perhitungan rasio 

keuangan terhadap APBD yang telah dilaksanakan. 

 Anggaran memiliki peran penting sebagai alat stabilitas, distribusi, alokasi 

sumber daya public, perencanaan dan pengendalian organisasi serta penilaian 

kinerja. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagai alat ukur finansial dinilai 

mampu menggambarkan pencapaian kinerja pemerintah daerah. Salah satu 

komponen yang merupakan indicator penting dalam penilaian kinerja 
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berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah komponen belanja 

daerah. 

1.2 Tujuan Kuliah Kerja Magang 

Tujuan standar dari pelaksanaan Kuliah Kerja Magang (KKM) yaitu untuk 

menetapkan dasar-dasar Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pembangunan 

bagi pemerintah dalam rangkan memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana 

ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. 

Tujuan pelaporan dari pelaksanaan Kuliah Kerja Magang (KKM) ini yaitu 

untuk mengetahui informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan 

secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya 

menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara 

legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.   

1.3 Manfaat Kuliah Kerja Magang 

Manfaat yang diperoleh dari praktik kegiatan Kuliah Kerja Magang (KKM) 

bagi berbagai pihak yang terkait ialah antara lain sebagai berikut: 

1. Bagi Penulis : 

a) Mengenalkan mahasiswa pada realita dunia kerja 

b) Memperoleh kemampuan praktis di lapangan, sehingga mahasiswa 

mampu dan benar-benar paham atas kondisi kerja yang sebenarnya 

c) Mengetahui perbandingan antara teori yang diperoleh selama masa 

perkuliahan dengan fakta yang ada di lapangan 

d) Diharapkan dapat memberikan masukan mengenai segala sesuatu yang 

tentunya berhubungan dengan kehidupan dan realita industri serta 

usaha 

e) Diharapkan dapat memberikan suatu pengalaman bagi mahasiswa yang 

bersifat praktis, sehingga dapat menjadikan mahasiswa untuk bersiap-

siap dalam menghadapi realita dunia kerja yang sebenarnya di 

lapangan setelah lulus kuliah.   

2. Bagi STIE PGRI Dewantara Jombang: 
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a) Mempercepat peningkatan dalam proses kerjasama antara STIE PGRI 

Dewantara Jombang dengan perusahaan/instansi pemerintahan yang 

terkait. 

b) Memberi masukan dalam proses penyempurnaan kurikulum program 

studi dalam menyiapkan lulusan yang siap kerja. 

c) Memperoleh masukan mengenai berbagai macam kasus yang nyata 

dimana dapat dipergunakan sebagai contoh selama proses pendidikan.  

3. Bagi Perusahaan/Instansi Pemerintahan: 

a) Berperan sebagai sarana untuk menjembatani serta menunjang antara 

perusahaan/instansi pemerintahan dengan pihak STIE PGRI 

Dewantara Jombang untuk membina hubungan kerjasama lebih lanjut, 

baik yang bersifat akademis maupun keorganisasian. 

b) Perusahaan/instansi pemerintahan bertindak sebagai lembaga pendidik 

dalam proses pembentukan jiwa kerja dalam diri mahasiswa dalam 

menghadapi realita dunia kerja. 

c) Memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi sumber daya manusia 

di dalam perusahaan/instansi pemerintahan. 

d) Memperoleh jalinan kemitraan antara perusahaan/isntansi 

pemerintahan dengan STIE PGRI Dewantara Jombang. 

1.4  Tempat Kuliah Kerja Magang 

Nama Instansi :  Bagian Pembangunan Sekretariatan Daerah Kab.           

Jombang  

Alamat            : Jl. KH. Wahid Hasyim No.137, Kepanjen,   Kec. 

Jombang, Kab.Jombang, Jawa Timur 61419 

Telepon          : (0321) 861748 

Kantor ksekretariat Daerah Kabupaten Jombang Bagian Administrasi 

Pembangunan merupakan lembaga legislatif unicameral yang 

berkedudukan di Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Alasan 

penulis memilih tempat tersebut sebagai lokasi kegiatan Kuliah Kerja 

Magang (KKM) adalah sebagai sarana yang tepat untuk mengenal dan 
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mempelajari lebih lanjut mengenai mekanisme laporan 

pertanggungjawaban dan laporan keuangan serta penginputan transaksi di 

Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Denah Lokasi Kantor Sekretariat Daerah Kab. Jombang 

Sumber : Google Maps 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 Lokasi Kantor Kesekretariatan Daerah Kab. Jombang 

Sumber : Google  
 

1.5  Jadwal Waktu Kuliah Kerja Magang 

Dalam rencana waktu pelaksanaannya, Kuliah Kerja Magang (KKM) ini 

direncanakan kurang lebih selama 30 hari kerja efektif di Bagian 
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Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kab. Jombang dengan 

rentang waktu yang diajukan adalah pada tanggal 01 – 31 Agustus 2022. 

 Dalam melaksanakan Kuliah Kerja Magang (KKM) tersebut, waktu kerja 

magang ditentukan dan di atur oleh Bagian Pembangunan Sekretariatan 

Daerah Kab. Jombang yang sesuai dengan jam kerja pegawai. 

Tabel 1.1 Peraturan KKM di PEMKAB Jombang 

Hari  Kegiatan  Waktu  

 
Senin – Kamis 

Masuk kerja  07.00 WIB 
Istirahat  12.00 – 12.30 WIB 
Pulang  15.00 WIB 

 
Jum’at  

Masuk kerja  07.00 WIB 
Istirahat  12.00 – 12.30 WIB 
Pulang  14.00 WIB 

Sabtu – Minggu Libur  
Sumber; PEMKAB Jombang. Data diolah oleh penulis 

Tabel 1.2 Jadwal Kegiatan KKM 

 

No. 

 

Kegiatan 
Agustus 

I II III IV V 

1. 
Pengenalan Lingkungan 

Kerja 

     

2. 
Pelaksanaan Kuliah 

Kerja Magang (KKM) 

     

3. Pengumpulan Data      

4. Menyusun Laporan      

Sumber; Data Pribadi 2022 

Adapun rincian dalam tahapan kegiatan tersebut sebagai berikut: 

1) Tahapan Pesiapan  

Sebelum melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Magang, penulis 

melakukan persiapan dengan membuat surat permohonan Kuliah 

Kerja magang (KKM) dan proposal yang di tandatangani oleh Ka. 

Prodi Akuntansi dan Dosen Pendamping Lapangan. Surat 

permohonan Kuliah Kerja Magang tersebut dibuat dengan cara 
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melakukan pengajuan melalui surat permohonan yang diperoleh dari 

Bagian Administrasi dan Umum. Pengajuan tersebut dilakukan pada 

tanggal 10 Juni 2022 yang selanjutnya penulis akan memberikan surat 

permohonan KKM kepada bidang Bagian Pembangunan Sekretariatan 

Daerah Kab. Jombang. ` 

Setelah menerima surat pengajuan Magang, Bagian Pembangunan 

Sekretariat Daerah Kab. Jombang meminta calon mahasiswa magang 

untuk mengirimkan Surat Konfirmasi diterima sebagai 

tempat magang ke STIE PGRI Dewantara Jombang. 

2) Tahapan Pelaksanaan  

Pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Magang (KKM) dilakukan 

selama 30 hari kerja, terhitung pada tanggal 1-31 Agustus 2022. 

Instansi Pemerintahan Kabupaten Bagian Administrasi Pembangunan 

Jombang baru melakukan konfirmasi penerimaan Kuliah Kerja Magang 

(KKM) kepada praktikan pada tanggal 22 Juli 2022, dan meminta 

praktikan untuk memulai masuk pada tanggal 1 Agustus 2022. 

3) Tahapan Penulisan Laporan Kuliah Kerja Magang (KKM) 

Penulisan Laporan Kuliah Kerja Magang (KKM) dimulai pada 

minggu ke-4 tanggal 21 Agustus 2022. Penulisan tersebut dilakukan 

dengan mencari data-data yang diperlukan dalam penulisan laporan 

Kuliah Kerja Magang (KKM) dan mengumpulkan data yang terkait. 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

BAB II TINJAUAN UMUM TEMPAT KULIAH KERJA MAGANG 

2.1   Gambaran Umum Lokasi 

  2.1.1 Profil Pemerintah Kabupaten   Jombang 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 PEMKAB Jombang 

Sumber: Google 

Pemerintah Kabupaten berkedudukan sebagai unsur penunjang 

urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Sekretariat 

merupakan unsur staf, Sekretariat daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah 

yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. 

Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas 

membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di 

bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Logo PEMKAB Jombang 

     Sumber: Google 

 



8 
 

2.1.2 Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Jombang 

1. Visi Pemerintah Kabupaten Jombang 

“Bersama Mewujudkan Jombang Berkarakter dan Berdaya 

Saing” 

Berdasarkan visi yang dibangun, terdapat dua (2) nilai dasar yang 

hendak diwujudkan dalam periode pembangunan lima tahun ke 

depan, yakni nilai berkarakter dan nilai berdaya saing. Jombang 

yang “berkarakter“ dapat dimaknai bahwa penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan daerah yang berorientasi pada 

pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Jombang harus 

didasari atau dilandasi prinsip kejujuran dan etos kerja sebagai 

pijakannya. Sedangkan muatan niali “ Berdaya Saing “ lebih 

menunjuk pada basis keunggulan strategis dan mandiri Kabupaten 

Jombang untuk berkompetisi damn memberi kontribusi 

kemanfaatan dalam tata relasi regional, nasional maupun 

internasional. Semua kegiatan yang dilakukan, baik pada tingkat 

pemerintahan maupaun swasta, dilakukan atas dasar 

profesionalisme, keahlian, efektifitas dan efisiensi sehingga 

menciptakan kegiatan dengan produktifitas tinggi. 

Untuk mencapai visi Kabupaten Jombang tahun 2018-

2023 yaitu Mewujudkan Jombang yang berkarakter dan berdaya 

saing,  

2. Misi Pemerintah Kabupaten Jombang  

Dirumuskan ada 3 (tiga) misi Pembangunan Daerah 

diantaranya sebagai berikut : 

• Mewujudkan Tata Kelola pemerintahan yang Bersih dan 

profesional  

Birokrasi pemerintahan pada dasarnya merupakan instrumen 

legal dan strategis yang menjalankan delivery  mechanism 

pencapaian tujuan politik pembangunan daerah. Sebagai 

instrumen pencapaian tujuan pembangunan daerah, maka 

birokrasi juga harus mampu membangun dirinya sendiri, 
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mereformasi segala proses tata kelola yang dijalankannya 

sehingga memberi kontribusi terhadap pencapaian tujuan- tujuan 

pembangunan daerah lainnya. Misi mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang bersih dan profesional merepresentasikan 

komitmen kuat pemerintah Kabuapten Jombang membangun 

kapasitasnya dalam menghadirkan kualitas penyelenggaraan 

pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel 

dan partispatif yang dibangun dengan nilai-nilai kejujuran 

sebagai dasarnya. Dengan prinsip-prinsip tersebut diharapkan 

akan tercipta tata pemerintahan yang baik sehingga mampu 

memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Misi 

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih berkarakter 

maupun berdaya saing. 

• Mewujudkan Masyarakat Jombang yang berkualitas, 

Religius dan Berbudaya  

Sumber daya manusia sebagai subyek dan obyek pembangunan 

mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan dan 

mewujudkan keberhasilan pembangunan. Sebagai subyek 

pembangunan dibutuhkan sumberdaya manusia yang 

berkualitas. SDM yang berkualitas dalam hal ini dipahami 

sebagai SDM yang memiliki derajat pendidikan yang baik dan 

berprestasi, SDM yang memiliki derajat kesehatan yang baik, 

SDM yang memiliki ketahanan dan kemampuan dalam 

memenuhi kebutuhannya dalam arti daya beli, dan SDM yang 

diposisikan dalam posisi yang berkeadilan dan setara secara 

gender, dan produktif untuk mencapai tujuan pembangunan 

yang diinginkan melalui pembangunan pendidikan dan 

kesehatan, pembangunan  harus mampu menjamin pemerataan 

kesempatan pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan 

sehingga  dapat membentuk sumber daya  yang berprestasi dan 

mampu bersaing  dalam tantangan global. Pembangunan 

kesehatan mempunyai peran penting  dalam menghasilkan 
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sumber daya  manusia yang sehat dan produktif sebagai 

investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi. 

Pembangunan sumber daya manusia berlandaskan budaya akan 

menciptakan manusia dengan pikiran, sikap, prilaku, tindakan 

yang memiliki nilai kesantunan, kesopanan, saling menghormati 

menjunjung adat istiadat, berakhlak mulia dan bermoral. 

Pembentukan watak dan penanaman budi pekerti harus 

mendapat prioritas pada generasi muda untuk mewujudkan 

karakter yang adiluhung dengan niali-nilai yang terkandung di 

dalam ajaran agama yang mengarah kepada upaya penigkatan 

kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang maha 

Esa. Dengan modal sumber daya manusia yang berpendidikan, 

sehat, berprestasi berlandaskan budaya maka diharapkan tercipta 

sumber daya manusia yang memiliki karakter untuk berdaya 

saing dan membawa kemajuan dalam bekehidupan. Masyarakat 

yang berkarakter dan berdaya saing adalah masyarakat yang 

mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan 

masyarakat lain yang telah maju dengan mengandalkan pada 

kemampuan dan kekuatan sendiri. 

 

• Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis 

Kerakyatan, Potensi Unggulan lokal dan Industri 

Kabupaten Jombang yang berdaya saing dalam pembangunan 

lima (5) tahun ke depan akan diwujudkan dengan peningkatan 

daya saing perekonomian daerah. Perekonomian daerah yang 

dibangun adalah ekonomi daerah yang berbasis pada nilai 

kemanfaatan dan semangat keterlibatan ekonomi masyarakat 

sebagai rakyat untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat. 

Perekonomian dikuatkan dengan memperhatikan dan 

mengembangkan secara optimal apa yang menjadi kekuatan dan 

potensi keunggulan lokal Kabupaten Jombang. Untuk 

mewujudkan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan 

dibutuhkan pengembangan pemanfaatan potensi sumber daya 
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alam yang mutlak memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan 

berkelanjutan. 

Pengembangan keunggulan ekonomi yang berbasis yang 

berbasis pada pertanian dlam arti luas , industridan pariwisata 

yang mengahsilkan produk-produk berdaya saing tinggi. 

Pembangunan perekonomian yang memberikan niali tambah 

bagi masyarakat diupayakan merata sehingga kemampuan 

ekonomi rakyat lebih berkembang dan semakin kuat. 

Pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh daerah mencerminkan 

kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat 

sehingga pemerataan hasil-hasil pembangunan juga dapat  

tercapai. Dengan demikian setiap program pengembangan 

ekonomi harus ditunjukan untuk meningkatkan pemberdayaan 

masyarakat. Berdasarkan peran ganda sumber daya alam sebagai 

modal pertumbuhan ekonomi dan sebagai sistem penopang 

kehidupan maka untuk mencapai tingkat kesejahteraan rakyat 

yang adil dan bermartabat, pemanfaatan sumberdaya alam harus 

dikelola secara optimal dan berkelanjutan. Sebagai daerah 

dengan potensi pertanian sebagai basis ekonomi daerah maka 

sumber daya alam merupakan tulang punggung utama 

perekonomian. Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya alam 

berwawasan lingkungan akan menjamin berkelanjutan 

pembangunan ekonomi yang memberikan penigkatan 

pendapatan. Selain itu, dengan konfigurasi fisik wilayah yang 

rawan terhadap kerusakan lingkungan dan bencana alam, 

pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dan 

berkelanjutan akan menghindarkan wilayah dari kerusakan 

lingkungan dan bencana alam. 

Visi dan Misi Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang 

1. Visi Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang 

“Bersama mewujudkan Jombang yang berkarakter dan 

berdaya saing” 

2. Misi Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang 
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a. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih dan 

profesional. 

b. Mewujudkan masyarakat yang berkualitas, religius dan 

berbudaya. 

c. Meningkatkan daya sauang perekonomian daerah 

berbasis kerakyatan, potensi unggulan lokal industri 

2.1.3 Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Kabupaten 

Jombang 

Merujuk pada Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 

22 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 

Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten 

Jombang. 

Menimbang:  

a. bahwa Peraturan Bupati Jombang Nomor 22 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan 

Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Jombang, 

tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada sehingga 

perlu disesuaikan; 

b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, perlu mengatur Perubahan Atas Peraturan Bupati 

Jombang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata 

Kerja Inspektorat Kabupaten Jombang dalam Peraturan 

Bupati; 

Mengingat: 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Timur (Berita Acara Republik Indonesia 

Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

2730); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
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Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan LembaranNegara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887); 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan. Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 

8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang 

Tahun 2016 Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2018 

(Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 

11/D);  

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Perubahan 

Peraturan Bupati Jombang Nomor 22 Tahun 2016 Tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan 

Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Jombang. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta 
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Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah 

Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 22/D), diubah sehingga 

berbunyi sebagai berikut:  

1. Ketentuan dalam Pasal 7 huruf g diubah dan ditambah 4 huruf yaitu 

huruf h, huruf i, huruf j dan huruf k, sehingga secara kese1uruhan 

Pasal 7 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal7 

Dalam me1aksimakan tugas pokok Sekretariat, mempunyai 

fungsi:  

a. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program kerja 

pengawasan dan pengendalian; 

b. Penghimpunan, pengelolaan dan penyimpanan laporan 

hasil pengawasan; 

c. Pengevaluasian hasil pengawasan dan menyusun laporan;  

d. Penyusunan bahan dan data dalam rangka pembinaan teknis 

fungsional; 

e. Penyusunan, penginventarisasian dan pengkoordinasian bahan serta 

data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;  

f. Pelaksanaan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, 

ketatausahaan dan rumah tangga, perlengkapan serta perjalanan 

dinas; 

g. Pengendalian Gratifikasi, monitoring Media Center for Prevention 

(Mep), Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dan 

Satgas Pemberantas Pungutan Liar; 

h. Pengendalian verifikasi LHKASN; 

i. Penanganan Whistle Blower System; 

j. Penanganan benturan kepentingan; dan 

k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur. 

  

2.1.4 Tujuan dan Fungsi Sekretariat Administrasi Pembangunan  

Kabupaten Jombang 

A. Tujuan 

Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagaimana disebut dalam 
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konsiderans Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintah Daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya 

kesejahteraan mesyarakat melalui peningkatan, pelayanan, 

pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan 

daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, 

pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu 

daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

 

B.  Fungsi 

Pemerintah Kabupaten Jombang memiliki fungsi: 

1. Pengkoordinasian Penyusunan Kebijakan Daerah; 

2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah; 

3. Pemantauan dan evaluasi pelkasanaan kebijakan Daerah; 

4. Pelayanan administrasi dan pembinaan Aparatur Sipil 

Negara pada instansi Daerah; dan 

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

 

2.2  Struktur Organisasi Perusahaan/Instansi 
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Struktur Organisasi  Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang 

 

 

Gambar 2.3 Struktur Organisasi Bagian Adm. Pembangunan  

Supradigdo,ST,M.Si
Kepala Bagian
Administrasi 

Pembangunan

Vini Mawarni,S.AP,M.Si
Analis Kebijakan Ahli 

Muda Sub Koordinator 
Perumusan Kebijakan

Malik Ibrahim,SH.
Analisis Standar Harga

Dodik Agus Harianto,S.T
Analis Kebijakan Ahli 

Muda Sub Koordinator 
Pengendalian Program

Eko Sismiati
Pengadministrasi Umum

Agung Kurniawan,S.E,MT
Analis Kebijakan Ahli 

Muda Sub Koordinator 
Evaluasi dan Pelaporan 

Pembangunan

D. Ida Mariana,S.IP
Analis Program 
Pembangunan

Norma Fitriati,SE.
Pengeloala Pelaporan dan 

Evaluasi Pelaksanaan 
Kegiatan APBD

Mokh Slamet
Pramu Kebersihan
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2.3 Kegiatan Umum Perusahaan 

2.3.1 Uraian Tugas Pokok Fungsi Bagian Administrasi 

Pembangunan Sekretariat Kabupaten  Jombang 

Sesuai Perbup no 18 tahun 2020 tentang Kedudukan, susunan 

organisasi, Tugas Pokok dan fungsi serta tata kerja Sekretariat 

Daerah Kabupaten Jombang adalah melaksanakan sebagian tugas 

Asisten Perekonomian dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. 

Dengan fungsi: 

a. Merumuskan kebijakan pada aspek fisik, sarana dan 

prasarana, perencanaan, lingkungan, penelitian, dan 

pengembangan; 

b. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

kebijakan daerah terkait Tujuan kebijakan, dampak dan 

faktor yang mepengaruhi. 

Bagian Administrasi Pembangunan melaksanakan kegiatan 

“PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN” 

dengan sub kegiatan: 

a. Penyusunan program Administrasi Pembangunan diampu 

oleh Sub Koordinator Perumusan Kebijakan;  

b. Pengendalian Program oleh Sub koordinator Pengendalian 

Program; 

c. Evaluasi dan Pelaporan oleh Sub koordinator Evaluasi dan 

Pelaporan Pembangunan. 
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2.3.2 Uraian Tugas Sub Koordinator Substansi Perumusan 

Kebijakan Administrasi Pembangunan 

Sub koordinator substansi Perumusan Kebijakan Administrasi 

Pembangunan, mempunyai tugas: 

a. Mengkoordinasikan persiapan rencana kegiatan penyusunan 

program pembangunan pada aspek fisik sarana dan prasarana, 

perencanaan lingkungan, penelitian dan pengembangan; 

b. Menyiapkan data dan bahan dalam rangka perumusan 

kebijakan daerah pada aspek fisik sarana dan prasarana, 

perencannaan, lingkungan, penelitian dan pengembangan; 

c. Menyusun pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk 

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) dan standar satuan harga; 

d. Melaksanakan koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi, 

dan kabupaten kota lain serta pihak swasta dalam rangka 

penyusunan sinergitas program pembangunan daerah; 

e. Melaksanakan sosialisasi dan koordinasi dalam rangka 

penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk 

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) dan standar satuan harga; 

f. Melaksanakan sinkronisasi program pembangunan dalam 

rangka mengembangkan akses pembangunan daerah; 

g. Melaksanakan penyusunan pedoman pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan 

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bagian 
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Administrasi Pembangunan. 

2.3.3 Uraian Tugas Sub Koordinator Substansi Pengendalian 

Program 

Sub koordinator substansi Pengendalian Program, mempunyai tugas: 

a. Menyiapkan pelaksanaan koordinasi pelaksanaan program 

dan kebijakan daerah pada aspek fisik sarana dan prasarana, 

perencanaan, lingkungan, penelitian dan pengembangan; 

b. Menyiapkan pelaksanaan koordinasi pelaksanaan 

pembangunan daerah pada aspek fisik sarana dan prasarana, 

perencanaan, lingkungan, penelitian dan pengembangan; 

c. Melaksanakan pemantauan pelaksanaan kebijakan daerah 

pada aspek fisik sarana dan prasanara, perencanaan, 

lingkungan, penelitian dan pengembangan; 

d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Organisasi Perangkat 

Daerah pada aspek fisik sarana dan prasarana, perencanaan, 

lingkungan, penelitian dan pengembangan; 

e. Melaksanakan koordinasi teknis dengan pemerintah pusat, 

pemerintah provinsi dan instansi terkait lainnya dalam rangka 

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN); 

f. Menyusun rencana kegiatan pengendaliaan program 

pembangunan; 

g. Mempersiapkan bahan kebijakan pengendalian pembangunan 

yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta agar 
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pembangunan sesuai dengan program pembangunan daerah; 

h. Melaksanakan sinkronisasi kebijakan daerah dengan 

pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan 

pembangunan dalam rangka pengendalian program 

pembangunan daerah; 

i. Melaksanakan koordinasi dengan berbagai pihak dalam 

rangka pengendalian dampak pembanguna untuk mengurangi 

tingkat resiko dan kerugian akibat pelaksanaan program 

pembangunan baik oleh pemerintah maupun swasta; 

j. Mengendalikan sinergitas program pembangunan oleh 

lembaga pemerintah maupun swasta; 

k. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi dalam rangka 

pengendalian pelaksaan program pembangunan; 

l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bagian 

Administrasi Pembangunan. 

2.3.4 Uraian Tugas Sub Koordinator Substansi Evaluasi dan 

Pelaporan Pembangunan 

Sub koordinator substansi Evaluasi dan Pelaporan 

Pembangunan, mempunyai tugas : 

a. Menyusun rencana evaluasi dan pelaporan program 

pembangunan daerah; 

b. Melaksanakan monitoring dan pelaporan pelaksanaan 

program pembangunan daerah; 

c. Menyusun pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk 

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksaan program 
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pembangunan daerah; 

d. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka 

pelaksanaan evaluasi dan monitoring program pembangunan 

daerah; 

e. Mencatat, menyusun rekomendasi dan menindak lanjuti hasil 

temuan monitoring dan evaluasi program pembangunan 

daerah; 

f. Melaksanakan penyusunan laporan hasil pemantauan dan 

evaluasi pelaksanaan pembangunan; 

g. Melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pengawasan 

realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); 

h. Mengkoordinasikan, memfasilitasi, dan menyusun laporan 

Evaluasi Penyerapan Anggaran; 

i. Mengolah dan menyajikan data hasil evaluasi pelaksanaan 

program pembangunan daerah; 

j. Menyusun hasil evaluasi dan pelaporan sebagai bahan 

perumusan kebijakan program pembangunan daerah; 

k. Menyiapkan pelaksaan Sistem Informasi pembangunan 

daerah dengan sumber daya dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD); 

l. Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis terkait sistem 

informasi pembangunan daerah; dan 

m. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bagian Administrasi Pembangunan. 
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BAB III PELAKSANAAN KULIAH KERJA MAGANG 

3.1  Pelaksanaan Kerja Magang 

  Magang dilaksanakan  di Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang 

yang merupakan suatu pengalaman yang berharga bagi penulis. 

Keramahan dan kerjasama yang baik bagi seluruh pegawai merupakan 

suatu kesan yang sangat baik bagi penulis. Selama pelaksanaan magang 

penulis diberikan kesempatan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten 

Jombang untuk melaksanakan magang pada Bagian Administrasi 

Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang. 

  Faktor yang harus diperhatikan dalam melaksanakan Kuliah Kerja 

Magang (KKM) adalah sikap, mental, keberanian, kedisiplinan, 

penguasaan teoris, kemampuan penulis menyerap instruksi dan ilmu yang 

diberikan, penyesuaian diri terhadaplingkungan kerja, kejujuran, inisiatif, 

kreativitas, kerja sama, kedisiplinan dan tanggung jawab penulis dalam 

melaksanakan tugas yang diberikan. Dalam hal ini, penulis harus 

menunjukkan sifat dan sikap yang baik terhadap seluruh karyawan yang 

bekerja di Kantor Kuliah Kerja Magang Penulis ditempatkan pada 

Bagian Pembangunan. Adapun aktivitas yang penulis lakukan selama 

Kuliah Kerja Magang (KKM) adalah sebagai berikut : 

a. Membantu menyiapkan pelaksanaan koordinasi penyusunan 

realisasi anggaran 

b. Mencatat surat tugas dinas luar di bagian keuangan 

c. Mengisi perangkat survey usulan pada Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik (SPBE) 

d. Mengisi perangkat ekstensing pada Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik (SPBE) 

e. Membantu proses pengisian Innovative Government Award (IGA) 

3.2  Hasil Pengamatan di Tempat Magang  

Selama menjalankan magang penulis diberikan kegiatan atau pekerjaan 

yang dilaksanakan pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat 

Pemerintah Kabupaten Jombang. Ada beberapa kendala yang sering 

terjadi pada saat perencanaan anggaran, diantaranya yaitu : 

1. Usulan anggaran menggunakan Excel  
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Untuk instansi yang memiliki banyak unit aka nada kerepotan 

tersendiri dalam melakukan merging semua data usulan anggaran 

dalam bentuk Excel. Belum lagi jika unit kerja menyusun dengan 

format yang berbeda-beda, pastinya akan menambah pekerjaan 

untuk menyamakan tugasnya. 

2. Menyalin anggaran tahun lalu 

Hal ini sring terjadi di beberapa instansi. Menyalin anggaran 

tahun lalu yang kemudian menaikkan nominalnya sekian persen 

merupakan jalan pintas untuk menyusun anggaran dengan cepat. 

3. Biaya belanja anggaran tidak seragam 

Pentingnya penyeragaman biaya untuk mengurangi potensi 

kecemburuan social antara unit-unit pengguna anggaran. 

4. Pengajuan anggaran biasanya terlambat 

Dalam instansi sering terjadi kesulitan dalam menggabungkan 

dokumen pengajuan anggaran dari unit-unit kerja di bawah kantor 

pusat. 

5. Proses persetujuan yang membutuhkan waktu relative lama 

Ketika dibenturkan pada tingginya mobilitas pimpinan, hal 

demikian sering kali menyebabkan terlambatnya proses review 

yang nantinya akan merembet pada terlambatnya pengajuan 

anggaran. 

Berikut ini disajikan Laporan Realisasi Pembangunan Sekretariat 

Pemerintah Kabupaten Jombang Bagian Administrasi Pembangunan tahun 

anggaran 2021  
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Gambar 3.1  Laporan Realisasi Anggaran 

Sumber : Data dari Bagian Pembangunan PEMKAB Jombang 

3.3 Landasan Teori 

1. Keuangan Daerah 

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka 

penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang 

serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah 

terhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut (Abdul Halim, 

2007:23) 

2. Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan daerah bersifat 

umum dan lebih menekankan kepada hal-hal yang bersifat prinsip, norma, 

asas, landasan hukum dalam perencanaan, penyusunan anggaran, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan 

pertanggungjawaban keuangan daerah kepada: 

a) Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah. 

b) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat  

Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). 

c) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pejabat 

pengguna anggaran atau barang daerah. (Nurlan Darise, 2009:30) 
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3. Laporan Keuangan Daerah Sesuai dengan siklus akuntansi, setelah 

menyusun neraca saldo penyesuaian, disusunlah laporan-laporan 

keuangan dengan mengambil data dari neraca saldo setelah 

penyesuaian. Berdasarkan Pasal 232 Permendagri Nomor 13 Tahun 

2006, laporan keuangan pemerintah daerah terdiri atas: 

a. Laporan realisasi anggara 

b. Neraca 

c. Laporan arus kas dan 

d. Catatan atas laporan keuangan. (Abdul Halim, 2007:73) 

Dari sudut pandang akuntansi, dapat pula disusun laporan 

tambahan, yaitu laporan kinerja keuangan perubahan ekuitas dana atau 

laporan perubahan rekening koran pemerintah daerah.  

Sebagaimana halnya laporan laba rugi menunjukkan hasil usaha 

perusahaan dalam rentan waktu tertentu, Laporan Perhitungan APBD 

juga menunjukkan kinerja pemda sebagai penyusun dan pelaksanaan 

APBD. Dengan demikian, Laporan Perhitungan APBD menyajikan 

pendapatan pemda selama satu periode dan belanja untuk memperoleh 

pendapatan tersebut pada periode yang sama.  

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD) adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku 

pengguna anggaran atau barang yang mempunyasAZDWi tugas dan 

wewenang: 

a. Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) – SKPD. 

b. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) – SKPD. 

c. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran atau pengguna barang 

lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah.  

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengguna anggaran dibantu 

oleh: 

a. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) 

b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 

c. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) 

d. Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran (Nurlan Darise, 2009:34) 
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Perubahan-perubahan peraturan yang terdapat pada Permendagri 

Nomor 59 Tahun 2007, antara lain: 

1. Aspek Anggaran 

 Aspek anggaran terdiri atas: 

a) Tata cara pemberian kode program dan kegiatan dalam 

pengisian RKA. 

b) Reklasifikasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan, beserta kode 

rekeningnya. 

2. Aspek Pelaksanaan Anggaran 

 Aspek pelaksanaan anggaran terdiri atas: 

a) Alur pengerjaan DPA SKPD dan SKPKD ikut berubah, 

mengikuti perubahan alur pengerjaan RKA. 

b) Penomoran DPA juga ikut berubah karena adanya perubahan 

pada pemberian kode program dan kegiatan. 

3. Aspek Penatausahaan 

   Aspek penatausahaan terdiri atas: 

a) Penatausahaan penerimaan, yaitu penyederhanaan  proses 

pertanggungjawaban fungsional ke BUD, sehingga tercipta 

proses yang lebih efisien.  

b) Penatausahaan pengeluaran, yaitu penegasan Surat Penyediaan 

Dana (SPD) diberikan kepada SKPD secara periodik (bulanan, 

triwulan, semester) tergantung pada ketersediaan dana.  

4. Aspek Akuntansi dan Pelaporan 

Aspek akuntansi dan pelaporan terdiri atas: 

a) Memberikan ruang gerak yang luwes bagi pemerintah daerah 

untuk menyusun sistem akuntansi, hal ini terlihat dengan 

dihapusnya beberapa pasal tentang buku-buku yang digunakan 

untuk catatan akuntansi. 

b) Diterapkannya prinsip harga perolehan pada perolehan aktiva 

tetap. 
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5. Tugas dan Wewenang Bendahara Pengeluaran Bendahara  

pengeluaran SKPD bertugas untuk menerima, menyimpan, 

membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan 

pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD dan SKPD. 

Wewenang bendaharapengeluaran SKPD dalam melaksanakan  

tugasnya, yaitu: 

a) Menerima dan menyimpan uang persediaan. 

b) Melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang 

dikelolanya. 

c) Menolak perintah bayar dari pengguna anggaran yang tidak 

sesuai dengan ketentuan peraturan. 

6. Pengertian Kinerja 

Kinerja adalah suatu hasil kerja yang merupakan ukuran 

keberhasilan yang akan dicapai dari program, kegiatan dan sub 

kegiatan yang direncanakan meliputi masukan, keluaran, dan 

hasil.  

7. Dasar dan Fungsi Anggaran 

Anggaran secara umum diatur dalam konstitusi suatu negara, 

peraturan perundang-undangan dan terdapat juga di dalam 

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dalam pasal 23 ayat (1) 

UUD 1945 diatur tentang anggaran dan diimplementasikan 

dengan disusunnya UU APBN setiap tahun. Selain itu untuk 

melaksanakan UU APBN tersebut, pemerintah mengeluarkan 

peraturan pelakasanaan APBN dan peraturan pelaksanaan lainnya. 

8. Laporan Realisasi Anggaran Keuangan 

Menurut Nur Afifah (2010:166), dalam bukunya yang berjudul 

Akuntansi Pemerintahan: Implementasi Akuntansi Keuangan 

Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa laporan realisasi anggaran 

adalah menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber 

dana ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah yang 

menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya 

dalam satu periode pelaporan. 
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9.  Konsep dan Pengertian Efisiensi 

Efisiensi adalah hubungan antara barang dan jasa (output) yang 

dihasilkan sebuah kegiatan atau aktivitas dengan sumber daya 

(input) yang digunakan. Suatu organisasi, program atau kegiatan 

dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output tertentu 

dengan input serendah-rendahnya, atau dengan input tertentu 

mampu menghasilkan output sebesar-besarnya. 

10. Konsep dan Pengertian Efektivitas 

Efektivitas dalam pemerintahan daerah dapat diartikan 

penyelesaian kegiatan tepat waktu dan dalam batas anggaran yang 

tersedia, dapat berarti pula mencapai tujuan dan sasaran seperti apa 

yang direncanakan.  

  11. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah  

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah menggambarkan perbandingan 

antara besarnya biaya yang dikeluarkan pada realisasi belanja 

dengan anggaran belanja yang telah ditetapkan.  

3.4 Usulan Pemecahan Masalah/Solusi Masalah  

Point terpenting yang harus dilakukan Perangkat Daerah dalam 

Merealisasikan Anggaran yaitu : 

a. Membuat jadwal proses penganggaran, mulai dari jadwal 

pengajuan anggaran, jadwal review pengajuan anggaran sampai 

jadwal publish anggaran. Jadwal akan membantu dalam 

menentukan target dan prioritas pekerjaan. 

b. Menggunakan alat bantu, alat bantu merupakan hal terpenting 

dalam memudahkan dan menjalankan proses penganggaran. Alat 

bantu berupa Sistem Informasi yang berbasis web sangat 

disarankan karena dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Proses 

penganggaran Sistem Informasi yang berbasis web juga dapat 

membantu untuk melakukan rekap keseluruhan anggaran setiap 

unit kerja secara otomatis, karena data yang dimasukkan terpusat 

pada satu server. 
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BAB IV KESIMPULAN 

4.1 Kesimpulan 

1. Realisasi Anggaran Pembangunan pada tahun 2021 pada Sekretariat 

Pemerintah Kabupaten Jombang sudah cukup baik, karena realisasi belanja 

pada tahun tersebut lebih meningkat dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya. 

2. Sekretariat Daerah (SETDA) adalah unsur pembantu pimpinan pemerintah 

daerah, yang dipimpin oleh skretaris daerah. Sekretaris daerah memiliki 

tugas untuk membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan 

mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Dalam 

pelaksanaan tugas dan kewajibannya, sekretaris dearah juga 

bertanggungjawab kepada kepala daerah.  

3. SETDA sendiri memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam 

melaksanakan, merumuskan, memimpin, mengkoordinasikan, membina 

serta mengendalikan tugas-tugas dibidang penyelenggaraan pemerintahan 

daerah. 

 

4.2  Saran 

  4.2.1 Saran Bagi Penulis 

1. Penulis mampu meningkatkan kemampuan keterampilan serta 

ketelitian sehingga akan mengurangi kekeliruan dalam mengerjakan 

pekerjaan seorang sekretaris.  

2. Penulis harus banyak berlatih berkomunikasi supaya lebih mudah 

dalam berinteraksi menyampaikan informasi dengan detail. 

3. Penulis harus lebih banyak bertanya dengan pembimbing dan atau 

penulis lainnya mengenai penyusunan laporan Kiliah Kerja Magang 

(KKM) 

 

4.2.1 Saran Bagi Instansi 

Menurut pendapat saya pihak instansi harus mengetahui sudah 

sampai mana perkembangan maupun penurunan dalam fungsi 

kinerja karyawannya, harapannya agar lebih bisa mengevaluasi dan 

untuk memperbaiki kinerjanya dalam pelayanan. 
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4.3 Refleksi Diri 

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberi rahmat, 

taufik, serta hidayah-Nya sehingga saya dapat melewati serangkaian 

kegiata Kuliah Kerja Magang (KKM) di Pemerintah Kabupaten Jombang 

bagian Administrasi Pembangunan dengan lancar dan tanpa hambatan. 

Dalam kegiatan ini banyak pengalaman yang saya dapatkan, tentang 

bagaimana proses penerapan pembelajaran di kampus dapat teraplikasikan 

dalam kegiat magang ini.  

Saya juga dapat mengetahui keadaan fisik yang sebenarnya dari instansi 

ini. Keadaan fisik dari instansi ini terlihat sudah sangat baik, fasilitas-

fasilitas yang memadai juga karyawan yang sangat ramah dan juga mampu 

bekerjasama antara karyawan satu dengan yang lainnya. Selain itu 

karyawan professional yang berkompetensi adalah karyawan yang 

memiliki kemampuan penguasaan metode pekerjaan yang beragam dan 

mendalam yang mencakup penguasaan materi ditempat kerja. 
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DAFTAR PUSTAKA 

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sekretariat_daerah 

https;//blog.ecampuz.com/5-kendala-perencanaan-anggaran-2 

Hhttps://pemkab jombang - Search (bing.com) 

profil pemkab jombang - Search (bing.com) 

https://jombangkab.go.id/pages/sejarah 

PEMKAB Jombang Bagian Adm. Pembangunan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sekretariat_daerah
https://www.bing.com/search?q=logo+pemkab+jombang&cvid=79bc0c0a212647e08a2c70ece4f59f8b&aqs=edge..69i57.8581j0j4&FORM=ANAB01&PC=ASTS
https://www.bing.com/search?q=Hhttps%3A%2F%2Fpemkab+jombang&cvid=7942e4a9725746eaba8ae526d69cf0cc&aqs=edge..69i57j69i58.9487j0j9&FORM=ANAB01&PC=ASTS
https://www.bing.com/search?q=profil+pemkab+jombang&qs=HS&pq=profil+pemka&sc=10-12&cvid=F3FF417B510B468FBC55E1F2308A5A71&FORM=QBRE&sp=1
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LAMPIRAN – LAMPIRAN  

Lampiran 1 Surat Balasan  KKM 

 

 

 

 

Lampiran 2 Surat Keterangan Telah Melaksanakan Magang 
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Lampiran 2 Surat Keterangan Telah Melaksanakan Magang 
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Lampiran 3 Log Book 
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Lampiran 4 Curiculum Vitae (CV) 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data Pribadi 

Nama : Ufik Novi Maslakah 

Semester : 7 gasal 

NIM : 1962008 

Tempat, Tgl Lahir : Jombang, 26 September 2000 

Alamat Asal : Dsn. Kalak, Ds. Kalikejambon, Kec. Tembelang, Kab. Jombang 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Status : Belum Menikah 

Agama : Islam 

Kewarganegaraan : Indonesia 

No. HP / Telp. : 085792256933 

E – mail : noviufik@gmail.com  

Pendidikan Akhir : MAN 

Riwayat Pendidikan 

MI : MI AL-IHSAN Kalikejambon 2007-2013 

MTs : MTs AL-IHSAN Kalikejambon 2013-2016 

MAN : MAN 1 JOMBANG 2016-2019 

mailto:noviufik@gmail.com


39 
 

Pengalaman Organisasi 

No Jenis Organisasi Status dalam 

Organisasi 

Waktu dan Tempat 

1. Himpunan Mahasiswa 
Akunansi (HIMAKU) Anggota 2020/2021, STIE PGRI Dewantara 

Jombang 

2. Pramuka  Anggota 2019/2020, STIE PGRI Dewantara 
Jombang 

 

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat 
dipergunakan sebagai mana mestinya. 

Jombang, 31 Agustus 2022 

Hormat saya, 

 

 

 

Ufik Novi Maslakah 

NIM. 1962008 
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Lampiran 5 Dokumentasi / Foto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Bersama Staf Adm. Pembangunan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Bersama Kabag Adm. 
Pembangunan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto di Hari Pertama Magang 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengetik LPH Guru Ngaji Kab. 
Lumajang 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengisian Survey Eksisting 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membantu Menyusun Laporan 
Realisasi Anggaran 
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Lampiran 6 Penilaian Dosen Pembimbing Lapangan 
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Lampiran 7 Penilaian Pembimbing Lapangan 
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Lampiran 8 Absensi Kehadiran 
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